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LMAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TANDATANGANI NOTA 

KESEPAKATAN KERJASAMA KONSULTASI ASET  

 

Jakarta, 31 Juli 2024 – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Pemerintah Kabupaten 

Blora sepakat menandatangani nota kerjasama perihal Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada hari 

Rabu (31/07). Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN, 

Candra Giri Artanto dan Bupati Blora, Arief Rochman di kantor LMAN, kawasan Menteng, Jakarta 

Pusat.  

Dalam sambutannya, Candra Giri Artanto menyampaikan, “Penandatanganan ini adalah 

langkah awal bagi kerjasama LMAN dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam rangka 

pemanfaatan aset daerah. Ini adalah wujud misi LMAN sebagai penggerak optimalisasi aset negara. 

Melalui kerjasama ini, LMAN berharap juga akan menjadi motivasi dan penggagas kerjasama serupa 

dengan pemerintah daerah lainnya.” Pada kesempatan yang sama, Arief Rochman juga 

menyampaikan apresiasinya atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin antara LMAN dengan Pemerintah 

Kabupaten Blora. Pemerintah Kabupaten Blora berharap kerjasama dengan LMAN dapat menjadi 

langkah awal bagi terciptanya optimalisasi aset di Kabupaten Blora agar dapat memberikan manfaat 

luas bagi masyarakat, khususnya di wilayah Blora dan sekitarnya.  

LMAN selaku Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan yang berfungsi untuk 

melaksanakan optimalisasi aset negara, menyambut baik inisiasi Pemerintah Kabupaten Blora untuk 

berupaya mengoptimalkan aset daerah. LMAN memberikan pelayanan konsultasi optimalisasi aset 

negara dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah kajian pengembangan dan pemanfaatan aset yang 

mencakup analisis keuangan, studi kelayakan dan analisis pemanfaatan terbaik, agar aset-aset daerah 

dapat didayagunakan untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat, baik manfaat finansial, sosial 

maupun ekonomi. Selain untuk Pemerintah Daerah, Layanan advisory/konsultasi tersebut juga dapat 

dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian/Lembaga maupun Badan 

Layanan Umum (BLU).  
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